GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 110 TAHUN 2010

TENTANG
PEMBERLAKUAN KEMBALI PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 43 TAHUN 2010

TENTANG
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2010

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa mengingat Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2011 sampai saat ini
belum ditetapkan, maka sebagai Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2011,
perlu memberlakukan kembali Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balk Nama Kendaraan
Bermotor Tahun 2010 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan
Peraturan Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4138) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2010 ;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2001
tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun
2001 Nomor 1, Seri A) ;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2001
tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah
Tahun 2001 Nomor 2, Seri A) ;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005
tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran
Daerah Tahun 2005 Nomor 5, Seri E) ;

10.Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2001 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor ;

11.Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2001 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 14 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor;

12.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2010 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2010 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERLAKUAN KEMBALI
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2010
TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR TAHUN 2010.

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan ini, memberlakukan kembali Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2010 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2010, sebagai
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2011.
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(2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Tahun Pembuatan 2011 atau
tahun sebelumnya yang Nilai Jual Kendaraan Bermotor belum
tercantum dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2

Pemberlakuan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) berlaku sampai dengan ditetapkannnya Peraturan Gubernur Jawa
Timur yang mengatur mengenai Penghitungan Dasar Pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balk Nama Kendaraan
Bermotor Tahun 2011.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 27 Desember 2010

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd
Dr. H. SOEKARWO

Tgl 27 - 12 - 2010 No. 111 Th 2010/ E1
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